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Bahwa Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2025–

2029 disusun sebagai pedoman operasional dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di 

bidang kesatuan bangsa dan politik dengan 
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 
2025–2029. Dokumen ini memuat gambaran 

pelayanan, permasalahan, isu strategis, tujuan, 

sasaran, strategi, arah kebijakan, program, 
kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, serta target 

capaian penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa 
dan politik. Bahwa Renstra ini berfungsi sebagai 

instrumen acuan utama dalam penyusunan 
Rencana Kerja (Renja) tahunan serta menjadi dasar 

bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi 

kinerja perangkat daerah untuk mewujudkan 
penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan 

politik yang terarah, terpadu, efektif, efisien, dan 
akuntabel dalam rangka memperkuat persatuan dan 

kesatuan bangsa, meningkatkan stabilitas politik, 
kewaspadaan nasional, serta ketahanan ideologi, 

ekonomi, sosial, dan budaya di Kota Pontianak.. 
 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024; Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2025; Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 

Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025; 
Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 

2016; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 
Tahun 2024; Peraturan Daerah Kota Pontianak 

Nomor 7 Tahun 2025; Peraturan Wali Kota Nomor 

24 Tahun 2022. 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 19 
September Tahun 2025. 
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